ABSTRAK

Lembaga pemasayrakatan merupakan tempat bagi orang-orang yang
melakukan tindak pidana, warga binaan dilakukan pembinaan di lembaga
pemasayrakatan agar mampu kembali kepada masayrakat, namun tidak dipungkiri
di dalam lembaga pemasayarakatan terjadi tindakan praktek prostitusi sesama jenis,
hal ini diakibatkan warga binaan dalam hak biologis atau seksualnya Sehingga perlu
melakukan tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasayrakatan terkait khususnya terkait Pemberian hukuman disiplin yang diatur
dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarkataan
yang memiliki kewenangan,yag telah melanggar dalam peraturan menteri hukum
dan HAM dalam Pasal 4.

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, pendekatan penelitian
ini menggunakan Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua
Undang-undang dan peraturan yang tekait dengan sumber bahan hukum.adalah
Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemaasayrakatan.analisis bahan
hukum dengan mengidentifikasikan sumber bahan hukum, Menginventarisasi
bahan hukum Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan Menganalisis
bahan hukum sesuai dengan masalah dan Analisis yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis kualitatif..

Petugas Pembinaan yang lalai dan memanfaatakan kewenagan dalam
jabatan yang mengakibatkan terjadinya perilaku praktek prostitusi dan
penggunnaan prostitusi sesama jenis yang dilakukan warga binaan dalam kajian ini
yang mengakibatkan tidak diterapkan pemberian sanksi yang di jelaskan pada pasal
47 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarkatan. Sehingga
peraturan menteri Hukum dan HAM tidak terealisasika ddengan baik dalam tata
tertib dan juga pemberian cuti mengunjungi keluarga yang memiliki keterbatasan.
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ABSTRACT

Correctional institutions are places for people who commit criminal acts,
inmates are provided with guidance in correctional institutions so that they are able
to return to the community, but it is undeniable that in prisons there are acts of
same-sex prostitution, this is due to inmates in their biological or sexual rights. not
specifically regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. So it is
necessary to conduct a juridical review of law number 12 of 1995 concerning
related correctional facilities, especially the rights of inmates that result in deviant
sexual behavior using prostitution in prisons

This research method uses normative law, this research approach uses a
legal approach, namely by reviewing all laws and regulations related to sources of
legal material. Law number 12 of 1995 concerning socialization. Analysis of legal
materials by identifying sources of material law, Inventory of legal materials.
Recording and quoting required legal materials. Analyzing legal materials
according to the problem. The analysis used in this research is juridical qualitative.

The legal vacuum in Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning
Penitentiary is that it does not specifically regulate the rights of sexual needs for
inmates which results in same-sex sexual behavior using the services of prostitution
in correctional institutions made by inmates resulting in minimal preventive action.
from the state to regulate, and the lack of repressive actions from coaching staff in
accordance with the regulation of the minister of law and human rights number 6
of 2013 concerning the rules of state prisons and detention centers..

Keyword : Correctional Institutions, Same-Sex Prostitution Practices, Legal
Emptiness
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